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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Dengan berdasarkan teori dan aturan hukum yang sudah dijelaskan 

dalam bab II dan bab III kemudian juga analisa-analisa yang sudah dilakukan 

dalam bab IV, maka berdasarkan identifikasi masalah yang terdapat dalam 

bab I dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan yang berupa: 

 

5.1.1 Konsistensi Yuridis Pemberian Jangka Waktu Hak Pakai Untuk 

Kepentingan Tempat Tinggal atau Hunian Bagi WNI dan WNA 

 

Banyaknya konflik yang timbul yang berkaitan dengan pertanahan 

khususnya kepemilikan tanah bagi orang asing maka pemerintah menerbitkan 

PP Nomor 103 Tahun 2015. Diharapkan dengan PP Nomor 103 Tahun 2015 

memberikan solusi dari permasalahan kepemilikan rumah tempat tinggal atau 

hunian bagi orang asing selama berada di Indonesia. Akan tetapi pada suatu 

penerapan peraturan dalam masyarakat pasti tidak akan terlepas dari 

permasalahan yang ada, sama halnya seperti pada PP Nomor 103 Tahun 2015. 

Permasalahan yang penulis angkat disini adalah “bagaimana konsistensi 

pemberian jangka waktu hak pakai bagi WNI dan WNA?” 
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Membandingkan PP 103/2015 dengan PP Nomor 40/1996, menurut 

penulis telah terjadi inkonsistensi yang muncul terkhususnya bila 

membandingkan pemberian jangka waktu hak pakai untuk kepentingan rumah 

tempat tinggal atau hunian bagi WNA dan WNI.
59

 Penulis berpendapat, 

tindakan inkonsistensi dikarenakan terdapat penyimpangan terhadap prinsip-

prinsip yang terdapat dalam UUPA. Di Indonesia baik masyarakatnya ataupun 

orang asing berhak untuk mendapatkan tempat tinggal akan tetapi pada 

prinsipnya sesuai dengan ketentuan yang berada dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 

(dasar dari terbentuknya UUPA) yang menyatakan bahwa bumi dan air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jelas bahwa rakyat 

yang dimaksud disini adalah WNI dan bukan rakyat asing. UUPA mengatur 

bahwa hanya WNI dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan 

bumi, air dan ruang angkasa. Setiap WNI, baik laki-laki maupun wanita 

mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah 

untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun 

keluarganya. Inkonsistensi juga muncul ketika melihat dalam PP Nomor 103 

Tahun 2015 tidak terdapatnya PP Nomor 40 Tahun 1996 sebagai bahan dasar 

pertimbangan dibuatnya PP Nomor 103 Tahun 2015. Sehingga dapat 

dikatakan pembuatan PP 103/2015 tidak memerhatikan WNI yang pada 

akhirnya menyebabkan terjadinya inkonsistensi. 

Semestinya hak yang diperoleh bagi WNI sudah sewajarnya lebih baik 

dibandingkan dengan WNA atau setidaknya setara dengan WNA. Melihat 

jangka waktu hak pakai yang diberikan bagi WNA dalam PP 103/2015 lebih 

lama yaitu diberikan selama 30 tahun, dapat diperpanjang selama 20 tahun 

dan diperbaharui untuk 30 tahun dengan total waktu 80 (delapan puluh) tahun 

                                                           
59

 inkonsisten menurut KBBI adalah 1. tidak taat asas; suka berubah-ubah (tentang sikap atau pendirian 

seseorang, pemakaian atau pengejaan kata, dan sebagainya); 2. mempunyai bagian-bagian yang tidak 

bersesuaian; bertentangan; kontradiktif: pemberian itu --; 3. tidak serasi; tidak sesuai; tidak cocok. 
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dibandingkan dengan total jangka waktu yang diberikan bagi WNI yang 

berlaku PP Nomor 40 Tahun 1996 (PP 103/2015 hanya berlaku bagi orang 

asing). 

Terjadinya inkonsistensi pemberian jangka waktu hak pakai atau 

pembedaan pemberian jangka waktu hak pakai untuk kepentingan rumah 

tempat tinggal atau hunian yang diberikan kepada WNA dan WNI 

memberikan dampak masing-masing baik bagi WNA ataupun WNI itu 

sendiri. Pembedaan tersebut menjadi tindakan yang diskriminasi antara WNI 

dan WNA, dimana seolah-olah pemerintah memanjakan orang asing di tengah 

susahnya masyarakat Indonesia untuk mendapatkan tanah untuk kepentingan 

hunian rumah tempat tinggal yang layak. Sudah sepantasnya juga bahwa 

pembuatan dan penerapan suatu peraturan pelaksana tidak bertentangan 

dengan prinsip yang berada dalam peraturan dasarnya. 

 

5.1.2 Alasan Pemberian Jangka Waktu Hak Pakai Kepada WNA Untuk 

Kepentingan  Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Selama Berada di 

Indonesia. 

 

  Seperti yang kita ketahui bahwa walaupun terdapat banyak jenis hak 

atas tanah yang berada di Indonesia dan pada asasnya hanya WNI saja yang 

dapat memiliki dan menguasai tanah di Indonesia, tetapi dalam hal-hal 

tertentu masih memberikan kesempatan orang-orang asing untuk dapat 

memiliki rumah tempat tinggal atau hunian selama berada di Indonesia yaitu 

dengan status hak pakai. Hak pakai diberikan bagi orang asing dikarenakan 

hak pakai bersifat terbatas atau kewenangan yang terbatas kepada pemiliknya. 

Pengunaan, penguasaan dan pemanfaatan dari hak pakai juga tidak boleh 
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bertentangan dengan ketentuan dan jiwa UUPA, harus sesuai dengan ijin 

pemberiannya atau kesepakatan dalam perjanjian yang dibuat untuk itu. 

Setelah penulis melakukan tinjauan dan analisa maka di kesimpulan ini dapat 

dilihat bahwa alasan dari pemerintah memberikan hak pakai kepada WNA 

dikarenakan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang ada bahwa di 

Indonesia tidak hanya saja masyarakat lokal yang tinggal akan tetapi terdapat 

orang asing juga yang menetap dengan tujuannya masing-masing.  

 

  Orang asing yang berada di Indonesia membutuhkan rumah tempat 

tinggal atau hunian selama menetap di Indonesia, dapat dikatakan orang asing 

hanya boleh memiliki bangunan yang dibangun diatas tanah hak pakai atau 

hak sewa bangunan, berkaitan dengan hal  tersebut hal yang sama juga 

diterapkan pada WNI diterapkan juga pada orang asing yaitu diberikan 

ketentuan mengenai jangka waktu pada hak atas tanah yang diperolehnya. 

Mengenai jangka waktu hak pakai yang diberikan kepada orang asing 

berdasarkan PP Nomor 103 Tahun 2015 adalah selama 30 (tiga puluh) tahun, 

hak pakai tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu selama 20 (dua 

puluh) tahun berdasarkan dengan kesepakatan dari pihak yang mempunyai 

tanah hak milik. Bila jangka waktu tersebut habis, orang asing dapat 

memperbaharui hak pakainya kembali selama 30 (tiga puluh) tahun, totalnya 

mencapai 80 (delapan puluh) tahun untuk kepemilikan hak pakai di atas tanah 

hak milik bagi orang asing lebih lama dibandingkan dengan PP Nomor 41 

Tahun 1996. Kesimpulan menurut penulis hal ini dikarenakan pemerintah 

memberikan solusi bagi orang asing yang sempat mempermasalahkan 

kurangnya jangka  waktu yang diberikan dalam PP Nomor 40 Tahun 1996. 

Sehingga dengan perpanjangan jangka waktu hak pakai dalam PP Nomor 103 

Tahun 2015 diharapkan permasalahan-permasalahan seperti penyelundupan 

hukum menjadi berkurang. 
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5.1.3 Dampak Dari Pemberian Jangka Waktu Hak Pakai Kepada WNI 

dan WNA 

 

Berdasarkan ulasan di atas maka dapat dilihat bahwa PP Nomor 103 

Tahun 2015 dapat dikatakan sebagai produk hukum yang tidak 

mengakomodir kebutuhan dan kepentingan dari masyarakat Indonesia. Jika 

dikaji lagi menurut isinya bisa dilihat bahwa peraturan tersebut lebih 

mendukung kepemilikan properti bagi orang asing dibandingkan dengan 

masyarakat Indonesia itu sendiri di tengah situasi dan kondisi dewasa ini 

dimana mayoritas masyarakatnya kesusahan untuk menyewa tanah ataupun 

rumah tempat tinggal yang layak di negaranya sendiri. Dapat disimpulkan 

bahwa pemberian jangka waktu hak pakai yang berbeda bagi WNI dan WNA 

sehingga lebih menguntungkan bagi WNA, sehingga menimbulkan dampak 

kerugian bagi WNI dikarenakan jangka waktu hak pakai yang diberikan 

kepada WNA dalam PP nya yang terbaru lebih lama dibandingkan dengan 

jangka waktu hak pakai yang diberikan bagi WNI.  

 

Dampak bagi WNA hal ini lebih menguntungkan mereka terhadap 

kepemilikan properti selama mereka berada di Indonesia. Orang asing juga 

mendapatkan keuntungan dengan total jangka waktu hak pakai yang lebih 

lama dibandingkan dengan PP yang sebelumnya berlaku bagi orang asing. 

Bagi WNI sendiri, hal ini dapat berimbas kepada kepemilikan properti 

menjadi lebih susah lagi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia 

sehingga pada akhirnya tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

Indonesia tidak dapat terpenuhi. Dampak lainnya bagi masyarakat Indonesia 

di tengah-tengah kondisi perekonomian yang susah mengakibatkan mereka 
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akan sulit bersaing dengan orang asing dalam hal membeli tanah atau lahan 

untuk kepentingan rumah tempat tinggal atau hunian. Akan tetapi disamping 

hal tersebut, disini penulis mencoba berada di posisi yang netral sehingga 

dapat dilihat juga bahwa melihat dari birokrasi dewasa ini yang dipimpin oleh 

Presiden Joko Widodo bahwa penerapan peraturan menjadi semakin ketat 

maka orang asing menjadi sedikit lebih sulit untuk memperoleh rumah tempat 

tinggal atau hunian apabila sedikit saja tidak memenuhi persyaratan-

persyaratan yang ditentukan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam orang 

asing ingin mempunyai rumah tempat tinggal atau hunian di Indonesia, karena 

ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi orang asing yang ingin 

memiliki rumah tempat tinggal atau hunian yang berada di Indonesia seperti 

yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Maka tidak semua orang asing 

dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian di Indonesia. 

 

Penulis disini mengambil kesimpulan bahwa dengan demikian jelas 

dapat dikatakan bahwa PP Nomor 103 Tahun 2015 diskriminatif dan terjadi 

inkonsistensi pemberian jangka waktu bagi WNI dikarenakan bagi WNI yang 

masih berlaku PP Nomor 40 Tahun 1996 mengatur mengenai jangka waktu 

hak pakai bagi WNI dengan jumlah waktu yang lebih singkat dibandingkan 

dengan jumlah jangka waktu hak pakai yang diberikan kepada WNA sehingga 

pada akhirnya memberikan dampak yang negatif bagi WNI itu sendiri tetapi 

memberikan dampak yang positif bagi WNA yang berada di Indonesia untuk 

memenuhi kebutuhan rumah tempat tinggal atau hunian. Tindakan dari 

pemerintah tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan diskriminasi hak-hak 

WNI terhadap hak atas tanah adalah pelanggaran terhadap hak konstitusional 

negara Indonesia yang mengatakan semua warga negara sama kedudukannya 

dihadapan hukum, hak asasi WNI, dan hak-hak setiap dari WNI yang 
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dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagaimana diatur dalam hukum 

pertanahan yang berlaku di Indonesia yaitu UUPA.  

 

5.2 Saran  

 

Melihat dari kesimpulan yang ada, maka disini penulis mempunyai beberapa 

saran yang berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan dari PP Nomor 103 Tahun 

2015 tentang kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian bagi orang asing dengan 

uraian sebagai berikut: 

 

1. Prinsipnya materi dari peraturan pelaksana harus sesuai dengan 

asas-asas yang terdapat dalam peraturan dasarnya dan tidak boleh 

bertentangan. Berdasarkan asas pengayoman, materi dari peraturan 

harus memberikan perlindungan untuk menciptakan kenyamanan pada 

masyarkat.
60

 Maka dari itu pemerintah dapat melakukan revisi 

terhadap PP Nomor 103 Tahun 2015 terkhususnya mengenai 

pengaturan mengenai pemberian jangka waktu hak pakai yang 

diberikan bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia untuk 

keperluan rumah tempat tinggal atau hunian atau melakukan revisi 

terhadap PP Nomor 40 Tahun 1996 mengenai pemberian jangka waktu 

bagi masyarakat Indonesia sehingga ke depannya tidak ada lagi 

pertentangan antara hak-hak bagi WNI dan WNA, ataupun 

pertentangan terhadap prinsip-prinsip dasar yang melandasi 

terbentuknya UUPA.  

                                                           
60

 Rais Rozali, “Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan” diakses dari 

http://birohukum.pu.go.id/component/content/article/101.html pada tanggal 29 April 2017 pukul 15.34 

WIB 

http://birohukum.pu.go.id/component/content/article/101.html
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2. Pemerintah dapat melakukan pengawasan yang ketat terhadap 

pelaksanaan PP Nomor 103 Tahun 2015 sehingga pelaksanaannya di 

masyarakat benar-benar terkendali dan masyarakat Indonesia tidak 

dirugikan dari adanya PP Nomor 103 Tahun 2015 dan berjalan dengan 

lancar. 

3. Penulis tidak mengatakan bahwa pemerintah harus mencabut PP 

tersebut karena disatu sisi penulis juga melihat bahwa adanya orang 

asing atau investasi asing yang masuk ke Indonesia membantu 

perkembangan perekonomian di Indonesia dan niat dari pemerintah 

kita menerbitkan PP tersebut pasti baik adanya sebagai salah satu cara 

agar pihak asing lebih dapat memberikan kontribusi lagi terhadap 

perekonomian di Indonesia. Penulis mengerti benar bahwa kehadiran 

orang asing di Indonesia yang memberikan manfaat penting bagi 

perkembangan perekonomian di Indonesia, akan tetapi di satu sisi 

pemerintah tidak bisa mengabaikan kondisi dari masyarakat Indonesia 

dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam UUPA. 

4. Sebaiknya pemerintah membuat suatu pengaturan lebih khusus atau 

lembaga yang bertugas mengawasi mengenai jangka waktu dari hak 

pakai yang diberikan kepada orang asing agar jangka waktu tersebut 

tidak melampaui batas waktu yang telah ditentukan. 

 

Dengan berbagai macam dampak dari implementasi PP 103/2015, penulis 

mencoba memberi saran agar dampak yang negatif dapat mengarah ke arah yang 

lebih positif sehingga diperlukan adanya perubahan dan perbaikan sehingga tidak 

menimbulkan baik permasalahan ketidakadilan bagi WNI ataupun pertentangan 

dengan hukum atau asas-asas yang berada dalam UUPA dan juga menghapus 

inkonsistensi mengenai pemberian jangka waktu hak pakai yang terjadi diantara 

WNA dan WNI. Saran tersebut didasari berdasarkan permasalahan-permasalahan dan 
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dampak yang terjadi akibat dari penerapan PP 103 Tahun 2015. Oleh karena itu 

berdasarkan saran tersebut diharapkan dapat merubah dampak negatif menjadi lebih 

baik sehingga peraturan tersebut dapat membawa manfaat positif  bagi semua pihak. 
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